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Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

di-
Tempat

Dengan hormat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang  Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi Undang-Undang

2. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  2  Tahun  2024  Tentang

Perubahan  atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Nomor  5  Tahun

2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Pendaftaran,

Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan;

4. Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  259  Tahun  2022  tentang  Pedoman

Teknis  Bagi  Partai  Politik  Calon  Peserta  Pemilihan  Umum  dalam  Pelaksanaan

Pendaftaran,  Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai  Politik  Peserta  Pemilihan  Umum

Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah

sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Keputusan  Komisi

Pemilihan  Umum  Nomor  532  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Keenam  atas

Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  259  Tahun  2022  tentang  Pedoman

Teknis  Bagi  Partai  Politik  Calon  Peserta  Pemilihan  Umum  dalam  Pelaksanaan
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Pendaftaran,  Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai  Politik  Peserta  Pemilihan  Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  260  Tahun  2022  tentang  Pedoman

Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan

Penetapan  Partai  Politik  Peserta  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah  terakhir  dengan  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  533  Tahun

2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komis Pemilihan Umum Nomor

260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan  Umum Provinsi,  dan Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota  dalam

Pelaksanaan  Pendaftaran,  Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai  Politik  Peserta

Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan

Rakyat Daerah;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman

Teknis  Pemutakhiran  Data  Partai  Politik  Secara  Berkelanjutan  melalui  Sistem

Informasi  partai  Politik  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Keputusan  Komisi

Pemilihan  Umum  Nomor  658  Tahun  2024  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan

Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1365  Tahun  2023  Tentang  Pedoman  Teknis

Pemutakhiran Data  Partai  Politik  Secara  Berkelanjutan Melalui  Sistem Informasi

Partai Politik;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang

Pedoman  Pengawasan  Pemutakhiran  Data  Partai  Politik  Secara  Berkelanjutan

Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Dalam  rangka  upaya  pencegahan  potensi  sengketa  dan  pelanggaran  pada  proses

pemutakhiran data Partai  Politik  Semester I  Tahun 2026 secara berkelanjutan melalui

Sistem Informasi Partai Politik,  Bawaslu Kota Yogyakarta menghimbau kepada Komisi

Pemilihan Umum Kota Yogyakarta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal  146  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  4  Tahun  2022  tentang

Pendaftaran,  Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai  Politik  Peserta  Pemilihan  Umum

Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan
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Rakyat Daerah, yang pada pokoknya mengatur tentang Pemutakhiran Data Partai

Politik Berkelanjutan; 

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman

Teknis  Pemutakhiran  Data  Partai  Politik  Secara  Berkelanjutan  melalui  Sistem

Informasi  Partai  Politik  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Keputusan  Komisi

Pemilihan  Umum  Nomor  658  Tahun  2024  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan

Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1365  Tahun  2023  Tentang  Pedoman  Teknis

Pemutakhiran Data  Partai  Politik  Secara  Berkelanjutan Melalui  Sistem Informasi

Partai Politik; 

3. Mematuhi prosedur dan ketentuan waktu verifikasi pemutakhiran data Partai Politik

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Melakukan  verifikasi  pemutakhiran  data  Partai  Politik  sesuai  dengan  indikator

keabsahan yang telah ditentukan; 

5. Melakukan  rekapitulasi  hasil  verifikasi  pemutakhiran  sesuai  dengan  ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

6. Menyampaikan data hasil verifikasi dan menetapkan data hasil pemutakhiran Partai

Politik dengan berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran data Partai Politik secara

berkelanjutan melalui Sipol sesuai dengan waktu yang ditentukan;

7. Mengoptimalkan  layanan  help  desk KPU  Kota  Yogyakarta  sebagai  sarana

konsultasi,  koordinasi,  dan  penyelesaian  kendala  teknis  yang  dihadapi  dalam

proses pemutakhiran data Partai Politik melalui Sipol.

Demikian surat imbauan ini  disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

${ttd}

         Andie Kartala
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